Menimbang :

Mengingat
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BUPATI HALMAHERA BARAT
PROPINSI MALUKU UTARA

NOMOR 6.A TAHUN 2020
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN DANA DESA
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA BARAT,

bahwa Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu sumber pendapatan
desa sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa sebagai upaya pemberdayaan masyarakat desa, maka
guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Desa
dalam menyelenggarakan otonominya secara terarah dan terkendali,
dipandang perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa
Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020 ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat
tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Desa Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;

Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan
Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2000;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Haimahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan,
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota
Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan;



10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
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12.

13.

15.

16.

17.

18.

19.
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Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
Juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5558) Juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5694) Juncto Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5864 ) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peratran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK/07/2019 tentang
Pengelolaan Dana Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Halmahera Barat;

Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 11 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 31 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
DANA DESA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN
2020.



BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah
Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

4. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Barat.

5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) adalah Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat;

6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) adalah Badan Pengelola Keuangan
Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat

8. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten
Halmahera Barat.

9. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten
Halmahera Barat.

10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan asal-usul setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Kepala Desa
dan perangkat.

12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Desa.

13. Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintahan desa yang berwenang, berhak dan
berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam hal
pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga Desa
sebagai mitra Pemerintah Desa.

15. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat adalah peraturan perundang-undangan
yang dibuat Badan Permusyawaratan Desa atau nama lainnya bersama Kepala Desa
atau nama lainnya.

16. Keputusan Desa adalah Keputusan Kepala Desa yang berkedudukan hukum
dibawah Peraturan Desa bersifat menetapkan dalam pelaksanaan Peraturan Desa.

17. Dana Desa yang selanjutnya disebut Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh
Pemerintah Daerah untuk desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, a
dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka w
tahun.

19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM Desa,
adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

20. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan
pengawasan keuangan desa.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah
rencana tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan
Peraturan Desa.

22. Pemegang Kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa yang karena
jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan
keuangan desa.

23. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD

adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan

pengelolaan keuangan desa.

[y
o

I

4}

<

 — "

@

I

-+

&£ 1

Auis aTas



24. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan
mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

BAB II
Pelaksanaan
Pasal 2

Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan

1, o4

ii yang mer U.deaIL Udgidll yang tidak ter plbd.ILKdIl dari Peraturan Dupdl,l ini.

Pasal 3
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Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2020 yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Bupati.

BAB 1II

Penutup
Paanl a4

4 cadaad Tt

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat ini.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 4 Pebroar 2020

BUPATI HALMAHE 5

DANNY MISSY

Diundangkan di Jailolo
pada tanggal 4 Pebruar( 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Drs. M. L ABD. RADJAK, M.Si



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 6.A TAHUN 2020
TANGGAL : 4 febcuari 2020

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA DESA KABUPATEN
HALMAWERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

o e S e it L e = S22l AN

I MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud.

Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Halmahera Barat
Tahun Anggaran 2020 diharapkan menjadi Pedoman bagi Pemerintah
Desa dalam mengelola Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

Memberikan Pedoman dalam melakukan Pengelolaan Dana Desa pada
Aspek Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan.

II. RUANG LINGKUP

A. Pengorganisasian

Guna menunjang aktifitas Dana Desa dibentuk Tim sebagai berikut :

1. Tingkat Kabupaten.

Tim Fasilitasi Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati

terdiri dari pejabat dan staf Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
terkait yang mempunyai tugas :

a. Menyusun dan melaksanakan sosialisasi pedoman umum,
kebijakan dan informasi mengenai Dana Desa.

b.  Menetapkan besaran Dana Desa yang diterima Desa
berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan dan sesuai
ketentuan yang berlaku.

c. Melakukan fasilitasi penyaluran Dana Desa

d. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring secara sampling
berdasarkan laporan dari Kecamatan terhadap pelaksanaan
Dana Desa;

e. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah dalam pelaksanaan
Dana Desa

f. Membantu Tim Pendamping Kecamatan dalam memberikan
pelatihan, orientasi kepada Tim Pelaksana Desa

g.  Menyampaikan laporan pelaksanaan Dana Desa kepada
Bupati.

2. Tingkat Kecamatan

Tim Pendamping Kecamatan dengan susunan keanggotaan

terdiri dari Camat dan Staf yang ditetapkan dengan Keputusan
Bupati Halmahera Barat, mempunyai tugas sebagai berikut :

a.
b.

Melaksanakan sosialisasi tentang Dana Desa

Memverifikasi dan merekapitulasi rencana penggunaan Dana
Desa.

Memfasilitasi upayva pemecahan masalah dalam pelaksanaan
Dana Desa;

Melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan Dana
Desa;



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
TAHUN 2020

NOMOR
TANGGAL :

2020

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA DESA KABUPATEN
HALMAHERA BARAT

I. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud.

Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Halmahera Barat
Tahun Anggaran 2020 diharapkan menjadi Pedoman bagi Pemerintah
Desa dalam mengelola Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

B. Tujuan

Memberikan Pedoman dalam melakukan Pengelolaan Dana Desa pada
Aspek Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan.

IIL. RUANG LINGKUP

A. Pengorganisasian

1.

Guna menunjang aktifitas Dana Desa dibentuk Tim sebagai berikut :

Tingkat Kabupaten.

Tim fasilitasi Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati

terdiri dari pejabat dan staf Satuan Kerja Pemerintah Daerah
(SKPD) terkait yang mempunyai tugas :

a.

b.

oo

Menyusun dan Melaksanakan sosialisasi pedoman umum,
kebijakan dan informasi mengenai Dana Desa.

Menetapkan besaran Dana Desa yang diterima Desa
berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan dan sesuai
ketentuan yang berlaku.

Melakukan fasilitasi penyaluran Dana Desa

Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring secara sampling
berdasarkan laporan dari Kecamatan terhadap pelaksanaan
Dana Desa;

Melakukan fasilitasi pemecahan masalah dalam pelaksanaan
Dana Desa

Membantu Tim Pendamping Kecamatan dalam memberikan
pelatihan, orientasi kepada Tim Pelaksana Desa
Menyampaikan laporan pelaksanaan Dana Desa kepada
Bupati.

Tingkat Pendamping tingkat Kecamatan

Tim Pendamping Kecamatan dengan susunan keanggotaan

terdiri dari Camat dan Staf yang ditetapkan dengan Keputusan
Bupati Halmahera Barat, mempunyai tugas sebagai berikut :

a.
b.

C.

Melaksanakan sosialisasi tentang Dana Desa

Memuverifikasi dan merekapitulasi rencana penggunaan Dana
Desa.

Memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan
Dana Desa;

Melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan Dana
Desa;



3.

Tingkat Desa

a. Kepala Desa selaku PKPKD mempunyai kewenangan:

a.
b.

€.
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menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;

menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik
Desa;
melakukan tindakan yang mengakibatkan

pengeluaran atas beban APB Desa;
menetapkan PPKD;

menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
menyetujui RAK Desa; dan
menyetujui SPP.

PKD yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa:

1

Susunannya terdiri atas:

a. Sekretaris Desa sebagai koordinator;

b. Kaur dan Kasi sebagai pelaksana anggaran dan dapat
dibantu oleh Tim ; dan

c. Kaur keuangan sebagai Bendahara.

1.2 Tugas Sekretaris Desa :

1.3

a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan APB Desa;

b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa
dan rancangan perubahan APB Desa;

c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan
Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan
pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;

d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan
kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan
Perubahan Penjabaran APB Desa;

e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang
menjalankan tugas PPKD; dan

f.  mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan
Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan
APB Desa.

g. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;

h. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan

i. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan
pengeluaran APB Desa

Tugas Kaur dan kasi pelaksana kegiatan :

a. melakukan tindakan yvang mengakibatkan
pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang
tugasnya;

b. melaksanakan anggaran  kegiatan sesuai bidang
tugasnya;

c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang
tugasnya;

e. menandatangani  perjanjian kerja sama dengan
penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang
berada dalam bidang tugasnya; dan

f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai

bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan
APB Desa.



1.4 Tugas Kaur Keuangan :
a. menyusun RAK Desa; dan
b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima
menyimpan, menyetorkan/ membayar,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan
penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam

rangka pelaksanaan APB Desa.

1.5 Tim Pelaksana Kegiatan.

Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas) dapat
dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan
barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat
dilakukan sendiri.

Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan melalui Keputusan
Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa pada
penyusunan RKPDes. Susunan TPK terdiri dari Ketua dan
Anggota dengan jumlah disesuaikan dengan kebutuhan dan
kemampuan keuangan Desa.

B. Prioritas Penggunaan Dana Desa

1.

2.

4.

Prinsip Penggunaan Dana Desa :

a. Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk
mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal
usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan

diurue oleh Dega
arurus o sa,

A AT

b. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
¢, Pengelolaan Dana Desa tertuang dalam prioritas belanja Desa

yvang disepakati dalam Musyawarah Desa.

Sasaran

Sasaran Dana Desa adalah :

a. peningkatan kualitas hidup;

b peningkatan kesejahteraan;

(o8 penanggulangan kemiskinan; dan
d peningkatan pelayanan publik.

Prinsip- Prinsip Pengelolaan Dana Desa adalah:

kebutuhan prioritas;
keadilan;

kewenangan Desa;

fokus;

Partisipatif;

swakelola; daii

berbasis sumber daya Desa.

o P

Qe D

Prioritas Penggunaan Dana Desa

Prioritas penggunaan Dana Desa digunakan untuk membiayai
pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal di bidang
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dapat

digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan

X



prioritas yang bersifat lintas bidang serta diharapkan dapat
memberikan manfaaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa
berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan
dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan
publik di tingkat Desa.

a  Bidang Pembangunan

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan
program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang
pembangunan dengan mengutamakan kegiatan
pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana
untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan
masyarakat Desa dengan mempertimbangkan tipologi Desa,
sebagai berikut :

1). Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal
memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:

a). Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan infrastruktur dasar; dan

b). Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
infrastruktur ekonomi serta pengadaan produksi,
distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada
upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi
pertanian berskala produktif, usaha ekonomi
pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha
ekonomi lainnya yang  difokuskan  kepada
pembentukan dan pengembangan produk unggulan
kawasan perdesaan.

2). Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan
pembangunan Desa pada:

a). membangunan, pengembangan dan pemeliharaan
infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana
prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk
mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian
berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan
pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan
kepada pembentukan dan pengembangan produk
unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan
perdesaan.

. Pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan
lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung
pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap
pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan

c
-~

¢). Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

3). Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan
kegiatan pembangunan pada:

a). Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana
prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk
mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi
pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk
ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan
produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan
kawasan perdesaan;

8 X



b). Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial
dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial
dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya
mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses
masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar

dan lnncrlzungon ‘dan
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c). Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa
yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan
kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan
untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa
yvang meliputi antara lain :

1). Peningkatan kuahtas hidup masyarakat Desa diutamakan

EaEnl "" Yy O 1'\ XTI “ﬁ‘ 1"‘”1’\“'\1’) TYPTNLEVO Y)Y A 1"\“1“1’(\1’\ fq" }\ Anﬂf\'
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pelayanan dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya

kualitas hidup masyarakat.

2). Pelayanan Sosial Dasar, meliputi :

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan sarana dan parasarana dasar untuk
pemenuhan kebutuhan :

a Lingkungan pemukiman;
b Transportasi;

¢ energi;dan

d informasi dan komunikasi

2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar,
antara lain :

a. Kesehatan masyarakat; dan

b. Pendidikan dan kebudayaan.

3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat
Desa, meliputi :

a. Usaha pertanian untuk ketahanan pangan.

b. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi
aspek produktif, distribusi dan pemasaran yang
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan
produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan
kawasan perdesaan; dan

c. Usaha ekonomi non pertanian berskala produktif
meliputi aspek produksi, distribusi, dan pemasaran
yang  difokuskan kepada  pembentukan dan
pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk
unggulan kawasan perdesaan.

4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dana
pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan untuk
pemenuhan kebutuhan , antara lain :

a. Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik
sosial.

b. Penanganan bencana alam dan bencana sosial; dan

c. Pelestarian lingkungan hidup.

5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan infrastruktur dan sarana dan prasarana
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lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan
diputuskan melalui musyawarah Desa.

3). Peningkatan pelayanan publik yang diwujudkan dalam upaya
peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil
(stunting), yang meliputi :

1. Penyediaan air bersih dan sanitasi ;
Pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;

3. Pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil
dan ibu menyusui ;

4. Bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemerksan
berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;

5. Pengembangan apotek hidup dan produk holtikultura

untuk pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil dan ibu

menyusui;

Pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan

7. Kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa.

&

4). Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bersifat lintas
bidang untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan,
meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan
meningkatkan pendapatan asli Desa yang meliputi :

1. kegiatan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan
kawasan perdesaan.

. BUMDEsa dan/atau BUMDesa Bersama;

. embung / penamung air kecil lainnya;

. Sarana prasarana olahraga yang dikelola oleh BUMDesa

. Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya

yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan
melalui musyawarah Desa.

5). Penanggulangan kemiskinan di Desa dalam rangka
menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang
menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin dan
pencegahan anak kerdil (stunting) yang dilakukan secara
swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya
alam, teknologi, dan sumber daya manusia di Desa dengan
pengalokasian pembiayaan Dana Desa untuk bidang
pembangunan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) untuk
pembayaran upah masyarakat Desa. Pembayaran upah
dilaksanakan secara harian atau mingguan. Pelaksanaan
kegiatan padat karya tunai tidak dilaksanakan pada saat
musim panen.

g H W N

b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1).  Tipologi Desa

Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan
kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk
meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dalam
penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk
kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa dengan

mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri, yang
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dalam perencanaan program dan kegiatan dapat
mempertimbangkan  tipologi Desa berdasarkan  tingkat
perkembangan kemajuan Desa yang meliputi :

a.

Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal
memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa
untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat
Desa yang meliputi:

1. pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama
melalui  penyertaan modal, pengelolaan produksi,
distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian
berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan
produk unggulan desa dan/atau produk unggulan
kawasan perdesaan.

2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi
dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya
melalui akses  permodalan yang dikelola BUMDesa
dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan
pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala
produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan
kepada pembentukan dan pengembangan produk
unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan
perdesaan;

3. pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan
sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
dan

4. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan
kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara
berkelanjutan.

b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan

masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan
ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
8

penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui
penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan
pemasaran bagi wusaha ekonomi pertanian berskala
produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan
kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan
Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

2.penguatan usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi

dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya
melalui  akses permodalan yang dikelola BUMDesa
dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan
pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala
produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan
kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan
desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui
pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi
tepat guna;

. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil

dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan

. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan

kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.

c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan
pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan
kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:

1. perluasan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama

melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi
dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala
produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan
kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan
desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

11
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2. perluasan usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi
dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya
melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa
dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan
pemasaran bagi wusaha ekonomi pertanian berskala
produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan
kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan
desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

3. perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber
daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;

4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di
Desa; dan

S. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan
kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.

d. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang,
Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan
pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan
kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa yang meliputi:

1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial
dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan
warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta
pemberdayaan  masyarakat marginal dan  anggota
masyarakat Desa penyandang disabilitas;

2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian
lingkungan hidup;

3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan
konflik sosial, penanganan bencana alam dan konflik sosial,
serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;

4. pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa
agar mampu berpartisipasi dalam penggunaan Dana Desa
yang dikelola secara transparan dan akuntabel; dan

5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat
tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.

€. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang,

Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan

pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat sosial

budaya Desa yang meliputi:

1. penyusunan produk hukum di Desa yang dikelola secara
demokratis dan partisipatif:

2. pembentukan dan pengembangan budaya hukum serta
menegakkan peraturan hukum di Desa;

3. pembentukan dan pengembangan keterbukaan informasi
untuk  mendorong dan  meningkatkan partisipasi
masyarakat Desa;

4. penguatan ketahanan masyarakat Desa melalui penerapan
nilai-nilai Pancasila;

S. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

2). Kegiatan Prioritas

1. Bidang Pembangunan

A. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan sarana prasarana Desa :

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan
pemukiman,antara lain:

1) pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk
warga miskin,

2) penerangan lingkungan pemukiman;

3) pedestrian;

4) drainase;
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S5) tandon air bersih atau penampung air hujan
bersama;

6) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih
ke rumah penduduk;

7) alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;

8) sumur resapan;

9) selokan;

10) tempat pembuangan sampah;

11) gerobak sampah;

12) kendaraan pengangkut sampah;

13) mesin pengolah sampah;

14) pembangunan ruang terbuka hijau;

15) pembangunan bank sampah Desa; dan

16) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya
yang sesuai dengan kewenangan Desa dan
diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara
lain:

1} perahu/ketinting bagi Desa-desa di kepulauan
dan kawasan DAS;

) tambatan perahu;

) dermaga apung;

4) tambat apung (buoy);

)

)

jalan pemukiman;

jalan Desa antara permukiman ke wilayah
pertanian;
jalan poros Desa;

)
8) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
Q)

~J

1 + .
9) jembatan Desa:

10) gorong-gorong;
11) terminal Desa; dan

12) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa.

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan,sarana dan prasarana energi, antara
lain:

1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;

pembangkit listrik tenaga diesel;

pembangkit listrik tenaga matahari;

pembangkit listrik tenaga angin;

instalasi biogas;

jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN);

dan

sarana prasarana energi lainnya yang sesuai

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam

musyawarah Desa.

Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan

pemeliharaan

sarana dan prasarana informasi dan komunikasi,

antara lain:

1) jaringan internet untuk warga Desa;

2) website Desa,;

3) peralatan pengeras
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4) radio Single Side Band (SSB); dan

S5) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa.

B. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan
Sosial Dasar
a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan

pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara
lain:
1) air bersih berskala Desa;

jambanisasi;

mandi, cuci, kakus (MCK);

mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;

balai pengobatan;

posyandu;

poskesdes/polindes;

posbindu;

tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk

bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
10) kampanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS);
Uil
11) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai
dengan kewenangan Desa dan diputuskan
dalam musyawarah Desa.

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan
kebudayaan antara lain:

1) taman bacaan masyarakat;
2) bangunan PAUD bagi Desa yang belum ada
gedung PAUD;

3) pengembang
PAUD
untuk PAUD HI;
buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;

4)
5) wahana permainan anak di PAUD;
6)
7)

LRNOULWN

an  bar
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taman belajar keagamaan;
sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas
anak;

8) Pembangunan atau renovasi sarana olahraga

Desa;

9) bangunan perpustakaan Desa;

10) buku/bahan bacaan;

11) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;

12) gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;

13) film dokumenter;

14) peralatan kesenian dan kebudayaan;

15) pembuatan galeri atau museum Desa;

16) pengadaan media komunikasi, informasi, dan
edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan
kesehatan ibu dan anak
serta isu anak lain, keluarga berencana dan
kesehatan reproduksi di Desa;

17) sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan
dari sekolah yang aman bagi anak; dan

18) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan
lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa
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dan  diputuskan dalam musyawarah  Desa.

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi
Desa

a. prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha
pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan
pangan dan usaha pertanian berskala produktif
yang difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan Desa
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan sarana dan/atau produk unggulan
kawasan perdesaan, antara lain:

1) bendungan berskala kecil;

2) pembangunan atau perbaikan embung;
3) irigasi Desa;

4) pencetakan lahan pertanian;

5) kolam ikan;

6) kapal penangkap ikan;
7) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
8) tambak garam,;
9) kandang ternak;
10) mesin pakan ternak;

)

11) mesin penetas telur;
)
)

12) Gudang Sarana Prasarana Produksi Pertanian;

13) Pengeringan hasil pertanian ( lantai
jemurgabah, jagung, kopi, coklat dan kopra)
Desa;

15) gudang pendingin (cold storage);
16) sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat,
kincir dan pompa air);
17) alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan,
Jjaring,pancing, dan perangkap);
18) alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan
lampuy);
i9) keramba jaring apung;
20) keranjang ikan;
) alat timbang dan ukur hasil tangkapan;
22) alat produksi es;
) gudang Desa (penyimpanan komoditas
perkebunai dain perikainan);
24) tempat penjemuran ikan; dan
25) sarana dan  prasarana produksi dan
pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai
dengan kewenangan Desa dan diputuskan
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dalam musyawarah Desa.
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b. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan
pemeliharaansarana dan prasarana jasa serta usaha
industri  kecil dan/atau industri rumahan yvang
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan
produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan
kawasan perdesaan, antara lain:

1) mesin jahit;
2) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
3) mesin penepung ikan;
4) mesin penepung ketela pohon;
5) mesin bubut untuk mebeler;
6) mesin packaging kemasan:
7) roaster kopi;
8) mesin percetakan;
9) bioskop mini;
10) alat pengolahan hasil perikanan:
11) docking kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan
12) sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil
dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa.

. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan
produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan
kawasan perdesaan, antara lain:

1) pasar Desa,;
2) pasar sayur;

3) pasar hewan,;

4) tempat pelelangan ikan;

5) toko online;

6) gudang barang;

7) tempat pemasaran ikan; dan

8) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam

musyawarah Desa.

. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan
pemeliharaan
sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
1) ruang ganti dan/atau toilet;

)
) gazebo;

) lampu taman;

) pagar pembatas;

) pondok wisata (homestay);

/) panggung kesenian/pertunjukan;
8) kios cenderamata;

9) pusat jajanan kuliner;

10) tempat ibadah;

11) menara pandang (viewing deck);
12) gapura iderititas;

3) wahana permainan anak;

4) wahana permainan outbound;

5) taman rekreasi;

6) tempat penjualan tiket;
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17) angkutan wisata;

18) tracking wisata mangrove;

19) peralatan wisata snorkeling dan diving;

20) papan interpretasi;

21) sarana dan prasarana kebersihan;

22) pembuatan media promosi (brosur, leaflet, audio
visual);

23) internet corner; dan

24) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang
sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan
dalam musyawarah Desa.

e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat
Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan
kepada pembentukan dan pengembangan produk
unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan
perdesaan, antara lain:

1) penggilingan padi;

2) peraut kelapa,

) penepung biji-bijian;

4) pencacah pakan ternak;
) mesin sangrai kopi;
)
Y

w

pemotong/pengiris buah dan sayuran;
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8) traktor mini;

9) desalinasi air laut;
10) pengolahan limbah sampah;
11) kolam budidaya;

12) mesin pembuat es dari air laut (s

13) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan

kewenangan Desa dan diputuskan dalam

T
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musyawarah
Desa.
D. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan

pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian
lingkungan hidup antara lain:

1) pembuatan terasering;

) kolam untuk mata air;

) plesengan sungai;

) pencegahan kebakaran hutan;

) pencegahan abrasi pantai;

) pembangunan talud;

) papan informasi lingkungan hidup;

) pemulihan stock ikan (restocking) lokal;

) rehabilitasi kawasan mangrove;

10) penanaman bakau; dan

11) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup
lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan
diputuskan dalam musyawarah Desa.
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E. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan
bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang
meliputi:

1) kegiatan tanggap darurat bencana alam;

2) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung
berapi;

3) pembangunan gedung pengungsian;

4) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena

bencana
alam;

S) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan
yang terkena bencana alam;

6) pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;

7) P3K untuk bencana;

8) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa; dan

9) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana

yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan
diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Desa

1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial
Dasar.
a. pengelolaan kegia
antara lain:
1) pelatihan pengelolaan air minum,;
2) pelayanan kesehatan lingkungan;

3) bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu

dan kader pembangunan manusia (KPM);

4) alat bantu penyandang disabilitas;
S) Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang
ramah terhadap anak penyandang disabilitas;

6) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan
sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak
sekolah;

7) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan
pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta
pencegahan perkawinan anak;

8) kampanye dan promosi gerakan makan ikan

9) sosialisasi gerakan aman pangan;

10) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan
anak (PMBA), stimulasi tumbuh kemban, PHBS, dan
lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Desa
Posyandu, BKB, PKK, dily;

11) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;

12) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan
produk hotikultura;

13) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk
ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam
merawat anak dan lansia;

14) penguatan Pos penyuluhan Desa (Posluhdes);

15) pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas,
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